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BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan  

       Berdasarkan analisa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan putusan hakim dalam 

menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politk yaitu hak dipilih 

dalam pemilihan umum terhadap terpidana korupsi adalah pertimbangan yang 

bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis 

tersebut adalah hakim menilai perbuatan terpidana sesuai dengan unsur-unsur 

dari setiap pasal-pasal yang didakwakan, yaitu melanggar Pasal 12 a Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 jo Pasal 64 KUHPidana. Pencabutan Hak Poltik Terpidana dijatuhkan 

berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomo 31 Tahun 1999 

jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 10 huruf b angka 1 KUHPidana, dan 

perbuatan terpidana sesuai dengan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang 

sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP. Pertimbangan 

hakim yang bersifat non yuridis adalah hal-hal yang memberatkan terpidana 

seperti ; Perbuatan pidana yang dilakukan Terpidana selaku anggota DPR RI 

telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Perwakilan 

Rakyat; Perbuatan Terpidana selaku mantan Ketua Umum Partai Politik 

Demokrat dan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, telah memberikan 
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citra buruk terhadap pilar demokrasi melalui Lembaga Partai Politik; 

Terpidana sebagai Penyelenggara Negara dan Petinggi Partai Politik 

se-harusnya menjadi teladan kepada masyarakat untuk berperilaku jujur 

melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya, akan tetapi Terpidana 

melakukan hal yang sebaliknya yang bertentangan dengan cita-cita 

mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, 

Korupsi dan Nepotisme.    

B. Saran 

       Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka di akhir penulisan 

skripsi ini, penulis memberikan saran yang antara lain : 

1. Bagi Hakim yang menjatuhkan putusan pidana tambahan pencabutan hak 

politik berupa hak dipilih dalam jabatan publik terhadap terpidana 

korupsi, lebih menguraikan dan memperjelas dasar hukum pencabutan 

hak tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 19999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomo 20 Tahun 2001 dan Pasal 10 huruf b angka 1 KUHPidana. 

Sehingga dasar hukum tersebut dapat menjadi jurisprudensi yang dapat di 

ikuti oleh hakim lainnya. 

2. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis perlu lebih dipertegas lagi 

seperti hal-hal yang memberatkan terpidana, sehingga putusan hakim 

mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan masyarakat sadar 
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bahwa dengan diuraikannya hal-hal yang memberatkan terpidana, 

masyarakat mengetahui betapa tindak  pidana korupsi sangat 

merugikan.             
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